KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR  3 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KOTA DI KOTAMADYA DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
: 
a. 
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lembaga Musyawarah Kota telah diubah menjadi Dewan Kota/Kabupaten;

b. bahwa dengan adanya perubahan Lembaga Musyawarah Kota menjadi Dewan Kota/Kabupaten maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya perlu dicabut;

c. 
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf adan b diatas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun ) 992 dan peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan pencabutan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat 
: 
1. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun. 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878 );

4. 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
: 
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KOTA DI KOTAMADYA DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1992 tentang Lembaga Musyawarah Kota di Kotamadya Dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Dengan adanya pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun t 992 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Instruksi. Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Pebruari 2002

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

DR. (Hc) H. HARI SABARNO, S.IP,MBA, MM.

